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IM/ESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTLIK DEPOSITO BERJANGKA

Menimbang al,

Mengingat : I

DEN.Gfu\ RAHMAT TUHAI{ !?I\iG MAHA ESA

BUPATI I-UIVU TIMUR,

bahwa berdasarkal ketentuan Pasal 328 ayat {1)
Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemef intahan Daerah sebagaima4a telah diubali
be'oerapa kali terakhk denga:r Undarg-Undang Nomor 9
?ahr.rr 2Oi5, Pemerintah Daemh dapat metldepositokan
dar!/atau melakukan invcstasi jarigka pendek uaf1g
miiik Daerah yang sementar.a beium digunal<an
sepanjalg tidak mergganggu lilc.riditas keuangar.r
daerah, tugas Daerah, dan la1alitas pelay:anan publik;

bah*-a dalam rairgka opljm3lisasi penanraatan Kas
Daerah dan meringkatkan Pendapatan Asil llaerah
untuk memperoieh maniaal ekonomi, sosial dailatau
miurlaat lainnya;

balls'a bertiasarkan pertimbangan sebagairnala
dimaksud dalam huruf a, dan h'luf b, perlu
menctapkan Peraturan Bupati tenta]:lg Investasi Uang
Daerah Pada Bank Umurn Dalarn Bentuk Deposito
Berjangka.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 t€ntang
Pembentukan Xabupate[ Lu]wrr Tim'.rr dar Kabupaten
Mamqju U1-ara di Provinsi Srdawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor
427O);

Undalg-Undang Nomor 17 Taiun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indcnesia
Tahuo 20O3 Nomqr 47, Tambahan Lemba.an Negara
Republik lndonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaam Negara {I-embzrran Negara Republik
I1.:donesia Tahun 2OO4 Nornor 5, Tambahan i,embaran
Negara Repubiik lndonesia Nomor 435.51: Z.'v

b

.l



4- Undalg-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Ta-nggung Jawab
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Iodonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 44OO);

5- Undang-Uodang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintattan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2014 Nol,:.or 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik ladonesia Nomor 5587) sebagaima
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor I Tahun 2OO8 (trmbaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan kmbaran
Negara Republik tndonesia Nomor 5679);

6. Peratura! Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negata
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negana/Daerah (t€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentarrg
Slandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimara telah diubah beberapa kali tefakhir dengan
Peraturan Menteri DaLam Negeri Nomo. 21 Tahun 2O11
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
3 ro);

1O. Peraturan Daemh Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur {Irmbaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20O9 Nomor 5)
sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lus.u Timur Nomor 12 Tahun 2O14
(L€mbalan Daerah Ihbupaten Luwu Timur Tahun 2O14
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menctapkan PERATURAN BUPATI TENTANG INYESTASI UANG DAERAH
PADA BANK UMUM DATAM BENTUK DEPOSITO
BER.JANGKA.

xcmNifliur,run
Pasal 1

Da.larn hraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 91





2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yalg memimpin pel,aksanaan urusal pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adaiah Bupati Luwu Timur.
4. Bendahara Umum Daerah yallg selanjutnya disingkat BUD adalah

Pejabat J.ang diberi tugas untuk meLaksanakan fungsi BendahaE Umum
daerah.

5. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
tugas Bendahara Umum Daerah.

5. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Dacrah.
6. Kas Umum Daerair adala-h tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bupati selaku Pemegang Umum Pengelolaan Keuangan
Daerah untuk menampung selurutr penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah.

7. Rekening Kas Umurn Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
pcnerimaan daerah dan membayar selumh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

8. Pendapatan Daerah adaiah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

9. Bank Umum adalah bank yang ditentukan oleh Bupati untuk
menyimpan ua-ng daerah.

lO. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat diiakukan
pada waktu tertenfil b,erdasarkan perjanjial nasabai penyirnpan dengan
uant<. (f1

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Mal<sud dan tujuan Investasi Deposito:

a. untuk optimalisasi pemanfaatan uang milik Pemerintah Daerah yang
belum digunakan yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah; dan

b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

DEPOSITO BER.JANGKA

Pasa.l 3

(l) Dalam hal terjadi kelebihan Kas, BUD dapat menginvestasikan Uang
Daerah da-lam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan yang dapat
diperpanjang secara otomatis Pada Rekening Bank Umum.

(2) Pelaksanaan investasi uang da€rah dalam bentuk deposito sebagaimana''dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat
menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnlra ke Rekening Kes Umum
Daerah pada saat diperlukal sebelum jatuh tempo, tanrpa dikenakan
penalti atau biaya lainrrya.

(3) Penerimaan burrga atas investasi uang daerah dalam benlrk deposito

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah'





(4) Deposito yang dilalrukan harus tetap menunjang kelancarar prograrn
Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedalg berjalan.

(5) Deposito disimpan pada Bark Umum sebagaima dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB IV

MEKANISME INVESTASI DEPOSITO

Pasal 4

BAB V
BUNGA DEPOSITO

Pasal 5

(1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal
deposito, jangka waktu deposito dan Bank Umum yang ditunjuk_

(2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh
Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito pada
Bank Umum yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Pernyataan
Sumber Dana Deposito yang ditandatangani oleh BUD.

(3) Berdasarkan Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Su-rat Pemyataan
Srimbcr Dana Deposito, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan
deposito dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deprosito Bank
yang dituju.

(4) Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagaimala dimaksud
pada aJrat (3) disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama dengan BaJ1k
Umum yang telah ada.

(5) Format Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam lalnpirart yang mempakan bagian tidak
terpisahkart dari Peraturan Bupati ini.

(i) Penerimaan Bunga atas Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito
langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umu.Er Daerah yang
ditunjuk.

(2) Apabila lnvestasi Uang Daerah dalam bentuk deposito dicailkan sebelurn
jatuh tempo, maka Bank Umum tetap memperhitungkan bunga deposito
yang disesuaikan dengan jumlah hari deposito tanpa dikenakan biaya
penalti maupun biaya lainnya.

(3) Pembukuan Bunga atas Rekening Deposito berjangka mengacu pada
ketentuan Perundang-undangan -

BABVI
PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 6

(1) Apabila Pemerintah Daerah memerlukan darra untuk membiayai
pengeluaran, maka BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang
y-ang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dengan metnbuat surat
pencairan deposito.

(2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD, Bank segera mencairkan
deposito berdasarkan permintaan BUD dan mentransfer sejumlah
nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah. 
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BAB VII

PELAPORAN

Pasal 7

Bendahara Umum f)aerah melaporkan pel,aksanaan penempatan uang
daerah dalarn bentuk deposito berjangka secara periodik kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENI}TUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mr:lai berlaku pada tanggal diundanBkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatsnnya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur. Q'l EIEMPEL PAnAt l(OORoll{ASl-lnug peroeplnl. pEr{GELoLAAI xEUAIGAir

OAiI ASSET MERAH XAE TIiIUF

I(ADIS

KASUBAG i XASI (AIN {D(A ANDI }IA'ITA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAHzu SUU

BERITA DAERAE KABUPATEN LT'WU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR :22

Ditetapkan di Malili
Pada tanggat 23 Juli 2015

BUPATI LUWU TIMUR,
TELAH DIPERIKSA TARAF

SEKDA

AsrsrEN D ,/A
h

P6al0^-?l.tedKAa I o

A<
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 22 / vrr / TAHUN2O15
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

KOP DPPKAD SELAI{T' BUD

SURAT PERJ(YATAAIT
SI'UBEII DAITA DEFOSTT!) BDRJA GI(A 1 ISATUI BI'LAIT

Yang bertanda tallgarr dibawah ini :

Nama
Jabatan
Alamat

Menyatakan bahwa Deposito Bedangka 1 (satu) Bulan dari Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur pada Bank ..-....... sebesar
Rproooomooo(n(x /............................-., adalah bersumber dari dana APBD
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran dengan tujuan untuk
mengoptimalkan dana uang milik Peme rintah Daerah yang belum
dimanfaatkan dan/atau digunakan yang tersimpan pada Rekening Kas Umum
Daerah uituk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Darra Deposito Berjangka dimaksud :

a- Tidak berasal dari pinjamal atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk
apapun dari Bank dan/atau pihak Lainnya.

b. Tidak berasal dari dan/atau pencucian vang (moneg louruleriry)-

Demikian surat pernyataal
se bagaimana mesnnya. ql

lfi dibuat untuk dapat dipergunaka!

Malili,
Yang Menyatakan
Bendahara Umum Daerah
Kab. Luwu Timur,

Pangkat-
Nip.

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.




